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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK
'MESRAN PRODUKSI PT. PERTAMINA (PERSERO)
DI SEMARANG

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan dan perkembapgan perekonomian umumnya dan khususnya
di bidang perindustrian nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang yang
dapat diproduksi. Selain itu, globalisasi dan perdagangan bebas yany didukung oleh
kemajuan teknologi komunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus
transaksi barang melintasi_batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang yang
ditawarkan semakin bervaﬁasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam
négeri. | |

Bahwa dengan adanya perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat,
terutama di bidang perekonomian baik di tingkat nasional maupﬁn internasional,
pemberian perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap hak atas kekayaan
intelektual, khususnya di bidang merek, perlu lebih ditingkatkan dalam rangka
mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembaugnya kegiatan
perdagangan dan penanaman modal yang sangat diperlukan daiam pelaksanaan
pembangunan nasional yang bertujuan terciptanya masyarakat [ndonesia yang adil,
makmur, maju dan mandiri berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasaf 1945,

Adanya  pengaturan kembali hak-hak  yang  timbul - dini - karya-karya

intelektual menjadi sangat penting bukan saja dari segi perlindungan hukum tetap



justru karena peranannya yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi. Sebagai
salah satu bentuk karya intelektual, merek juga mempunyai peranan yang sangat
penting di dalam kchidupan ckonomi tcrutama di bidang perdagangan barang dan.
jasa untuk membedakan barang yang satu dengan barang yang la‘n yang scjenié
dalam satu kelas yang kegiatan perdagangan itu sendiri sangat erat kaitannya dengan
kegéatm produksi. |

'Sebepamya peraturan mengenai merek bukanlah hal yang baru. Selama ini
telah ada Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek, Undang-undang
Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek dan Undang-undang Nomor 14 tahun 1997
Tentar;g Merck. Namun mengingat perkembangan yang terjadi dewasa ini maka
diperlukan penyempurnaan terhadap ketiga produk Undang-undang tentang merek

tersebut, yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. '

Dewasa ini banyak bérang palsu yang beredar di masyarakat akibat peniruan
merek-merek terkenal. Beredamya merek-imerek palsu tersebut sangat merugikan
khalayak ramai maupun pemilik merek yang sah dari barang 'yang bersangkutan.
Sebagai contoh, peredarah minyak pelumas palsu merek Mesran yang diproduksi oleh
PT. Pertamina yang sangat marak belakangan ini. Akibat dari pelumas palsu tersebut
bisa membuat mesin motor / mobil mercka bisa rusak karena pelumas yang dipalsukan
tersebut dibuat secara sembarang sehingga tidak memenuhi spesifikasi yang sudah
ditentukan, 2

Biasanya pelumas tersebut dibuat dari daur ulang pelumas bekas, bila dilihat

dari sisi produsen yang sah dari peredaran pelumas palsu tersebut dapat mematikan

! Sudargo Gautama — Rizawanto Winata, Undang-undang Marek Baru Tahun 2001. Cipta
Aditya Bakti, Bandung 2002, hal 5. '
2 pertamina Unit Pelumas “Petunjuk Praktis Tentang Pelumas” Tahun 2002, hal 10,



pasaran karena barang yang sudah dijaga mutunya tersebut dirusék oleh pihak pemalsu
sehingga image masyarakat terhadap mutu barang tersebut tcrlanjur negatif yang
akhimya berakibat pada kerugian pemilik merek yang sah.

Sebagaimana telah terjadi di kota Semarang khususnya di kawasan industri
Terboyo Kaligawe, masih ada peredaran pelumas mesran yang palsu. Hal ini
menunjukkan masih lemahnya perlindungan hukum terhadap pemilik merek mesran
yang sah.

“Sehubungan dengaﬁ hal terscbut pernyataan belum ada kejelasan mcngenal;
tindakan yang harus ditempuh olch pihak yang mereknya dipalsukan. Dalan hal ini PT.
PERTAMINA (PERSERO), sehingga pihak-pihak yang memalsukan merek mesran
masih leluasa melakukan tindakan yang 'melanggar hukum tersebut.

Oleh karena itu untuk menjaga dan mengantisipasi agar pelanggaran-
pelanggaran pemalsuan merek tidak terjadi lagi diperlukan perangkat Undang-undang
yang bisa membuat jera pelaku untuk tidak melakukan tindakan merugikan pemilik
merek mesran tersebut. |

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berminat untuk mengambil judul
sknpsn “Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Merek Mesran Produksi PT.
PERTAMINA (PERSERO) di Semarang”, dengan maksud mengetahui pelaksanaan

perlindungan hukum terhadap pemilik merek Mesran yang sah.

B. PERUMUSAN MASAILAH
Schingga dari hal-hal terschbut ada  beberapa  masalah yang dapat

diidentifikasikan scbagai berikut :



Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemilik merek Mesran
produksi P I'. Pertamina (Persero) di Scmarang ?
Upaya apa yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) setelah mengetahui

merek “Mesran” nya dipalsukan oleh pihak lain ?

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan daripada' penulisan ini adalah :

. Untuk mengetahui, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap merek Mesran
i .

i

broduksi PT. Pertamina di Semarang.
Untuk mengetahui, Upaya apa yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero)

setelah mengetahui merek “Mesran” nya dipalsukan oleh pihak lain.

MANFAAT PENELITIAN
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

Untuk kepentingan ilmiah

« Hal ini dimaksudkan unutk menambah wawasan pengetahuan dengan adanya

pelaksanaan perlindungan hukum tehadap pemilik merek oleh pemerintah
sehingga terjadi kepastian hukum.

Untuk kepentingan terapan

Hal ini dimaksudkan untuk melihat secara nyata penerapan pemberlakuan pasal-
pasal dalam undang-undang Merek secara tepat sebagai upaya menekan atau

memberantas pemalsuan merck.



E. 'I‘Ei{MINOI_‘OGI
Untuk lebih memperjclas maksud dari skripsi ini, maka penulis akan

-,jncnguraikan beberapa istilah yang dipakai dalam skripsi ini

a Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama huruf, angka dan ‘ain-lain yang
memiiiki daya pembeda dan digunakan dalam kcgiétan perdagangan barang atau
Jasa.

b. Sistem konstitutif adalah hak atas merek tercipta atau di pcnfolcl1 karcna
pendaftaran.

c. Sistem deklaratif adalah hak atas merek tercipta atau diperoleh karena p‘emakéian
pertama.

" d. Hak atas merek, adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek
yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu.

e. Daya Pembeda (Distinctiveness) adalah kemampuan yang dimiliki untuk
digunakan sebagai tanda yang da[;at membedakan hasil perusahaan yang satu
dengan perusahaan yang lain.

f. . Pemeriksaan substantif adalah pemeriksaan yang dilakukan setelah dipenuhinya
celuruh syarat permohonan pendaftaran Merek dan telah ditetapkan oleh pihak
Direktorat sampai tanggal penerimaan dengan jangka waktu 30 hari.

F. | METODOLOGI PENELITIAN |

1. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang .dipakai dglam penulisan ini adalah peﬁdekatari yuridis
normatif, yaitu suatu penulisan yang menggunakan pendekatan atas dasar hukum

sebagai suatu sistem kaidah.



2.

LI

Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi pénelitian bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan
menggambarkan suatu objek yang diteliti. Dalam hal ini berupa kajian normatif
terhadap peristiwa hukum.
Metode Pengumpulan Data
a. Data Primer
Data primer diperoleh dengan mencari keterangan  yang diberikan olch
berbagai sumber yang terkait seperti karyawan pertamina.
b. Data Sckunder
Data Sckunder diperolch dengan cara mempelajari peraturan perundang-
undangan, buku-buku literature dan dokumen-dokumen yang berkaitan
"dengan hal pemakaian merek.
Mctodc Anal isis.Dala
Analisa data deskniptif kualitatif, yaitu untuk mengolah dan menganalisa data /
l;wembahas dari penelitian literatur atau kepustakaan dan hasil Wawancara dengan
pejabat terkait kemudian memecahkan masalah yang sekaligus untuk

menyelesaikan masalah yang ada.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

(Guna mencapai sasaran yang diinginkan, maka sistematika penulisan skripsi

ini dibagi dalam bab sebagai berikut :

Babl : PENDAHULUAN.

Dalam bab ini akan dibahas tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 11 : TINJAUAN PUSTAKA
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E
Dalam bab 1m penulis akan menguraikan mengenai pengertian dan dasar hukum
merek, sistem pendaiﬁaran merek, tata cara syarat dan prosedur pendaftaran Merek,
perliqdmgan hukum terhadap Merek, sangsi terhadap pemalsuan Merek, serta
pengértian Pelumas Mesran dan fungsi Pelumas Mesran,
Bab 1l : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang gambaran umum PT. Pertamina

(Persero), pendaftaran Merck Mesran produksi PT. Pertainina (Persero) dan




‘BABII
TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN TENTANG MEREK
1. Pengertian dan Dasar Hukum Merek.

Menurut Undang-undang No. 15 Tahun 2001, Merek adalah tanda
yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna atau
kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan
digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.’

Ada beberapa pendapat dari ahli hukum mengenai pengertian merck,
adalah sebagat bérikut :

- Prof. R. Soekardono, SH, mcngcmukakan 5
Merek adalah suatu tanda dengan makna diperbandingkankanlah sebuah
burang tertentu dimana perlu juga untuk mempribadikan adanya barang atau
menjamin kualitet sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang atau

badan-badan perusahaan.

- Handaya Surya Wibawa, mengemukakan :

Merek adalak tanda-tanda yang dicantumkan pada bararg-bararg buatan

atau vang diproduksi sendiri alau barang-barang dagangan yang dapat

membeda-bedakan barang-barang itu sendiri pada barang-barang orang
. lain yang oleh umum dikenal sebagai suatu tanda pengenal saja untuk nama
+ barang jaminan nilai barang dan alat propaganda barang.’® -

Y Undang-Undang Republik Indonesia, Tentang Paten dan Merek Citra Umbara Bandung.
2002 hal 1S, '

1 Sockardono R, Hukam Dagang Indonesia Jilid 1 bagian pertaria, Dian Rakyat, Jakarta,
hal 149,

% Handaya Surya Wibawa, Simposium Paten, BPHN Departemen Kehakiman RI, Bina
Cipta, Jakarta, 1996, hal 11.



- R. Soetanto, mengemukakan :
; Merek adalah alat untuk dapat membedakan barang-barang buatan pabrik
atau barang-barang dagangan. Karena itu yang dapat disebut berhak atas

suatu merek ialah hanya merek yang mempunyai pabr ik atar perusahan
perniagaan.®

Bertitik tolak pada batasan tersebut, pada hakekatnya merek itu adalah
sua:ilu tanda. Akan tetapi agar tanda tersebut dapat diterima seoagai merek, harus
memiliki daya pembeda.

Yang dimaksud memiliki daya pembeda di sini adalah memiliki
kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil
perusahaan yang satu dengan perusahaan yang fain.”

Oleh karena itu merek dibedakan ke dalam 4 (cmpat) jenis, yaitu :

a. Mecrek Lukisan |
Merek lukisan adalah merck yang berwujud - suatu gambar atau
lambang yang mempunyai arti dan makna yang sudah dilihat dan mempunyai
daya pembeda dengan barang-barang sejenis lainnya, misalnya gambar mobil
untuk produksi pelumas atau kendaraan bermotor lainnya.
b. Merek Perkataan
" Merek perkataan adalah merek yang terdiri dari kalimat —kalimat yang
berbentuk kata-kata, misalnya “Membuat Mesin Awet Muda” untuk produksi

minyak pelumas (ol ).

~ “Soetanto R, Hukum Dagang dan Koperasi, Pradya Paramita, Jakarta, 1997, hal 50.
7 Agustiar Anwar, Seminar Penjabaran dan Perkembangan Pelaksanaan Undang-undang
nomor 14 Tahun 1997 Tentang Merek, Dirjen Hak Cipta, Paten dan Merek Departemen Kehakiman
RI1, Jakarta, 1998, hal 4
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c. Merek Kombinasi
Merek kdmbinasi yang dimaksud di sini ialah penggabungan antara
merek lukisan dengan merek perkataan, misalnya untuk oli “Mesran” di situ
terlihat adanya suatu deretan kalimat yang membentuk suatu gambar.
d. Merek' Kombinasi Warna
Merek kombinasi warna yaitu merek lukisan, merck perkataan yang
diberi warna tertentu, di situ tercantum tulisan Mesran dengan warna biru tua
di dalam lingkaran oval terdapat warna kuning dan hitam dengan dasar
merah®.

Merek kombinasi - dengan warna diharapkan mempunyai daya
pembeda yang sangat kuat dan mudah dilihat, disamping itu mudah diingat,
sehingga dapat membedakan dari barang-barang yang sejenis lainnya. Terutama

“untuk wilayah Indonesia, merek kombinasi dengan warna ini sangat cocok
digunakan mengingat kebanyakan penduduk Indonesia masih banyak bertempat |
tinggal di daerah pedesaan yang terpencil, sehingga tidak jarang pengetahuan

+ tentang merek atau untuk membedakan antara produk yang satu dengan yang
i
lainnya kurang.’

Dengan adanya merek kombinasi dengan warna ini tentulah masyarakat
akan dengan mudah mengamatinya, karena disamping tulisan dan gambar

warnanyapun dapat membedakan dari yang lainnya. Sedangkan menurut

8 Paingot Rambe Manalu. Hukum Dagang Internasional, Pengaruh Globallsasz Ekonomi
t.,rhadap Hukum Nasional khususnya HaKi. CV. Novindo Pustaka Mandiri Jakarta 2000, Hal 51.
> Bambang Kesowo. Latar Belakang dan Prinsip-Prinsip Pokok. Seminar Undang-Undang

Nerch 1997 1Hal t7
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Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, ada dua macam merek,
yaitu Merek Dagang dan Merek Jasa (service mark).
- Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang

Merek, mengenai pengertian Merek Dagang :

“ Merck Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang
diperdaganghkan oleh seorang atau beberapa orang secara be:sama-sama
atau Badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang yang

sejenis lainnya “
- ‘Sedangkan menurut pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001

Tentang Merek, mengenai pengertian Merck Jasa

"

Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama

atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya “,

Sejak Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek mengenai
Merek Dagang dan Merek Jasa ditetapkan, maka merek-merek jasa yang
dipergunakan menjadi identifikasi bisnis telah pula  dilindungi ‘oleh secara
+ Hukum, untuk mengatasi para kompetitor yang melakukan persaingan curang
atau pemalsuan merek jasa terhadap pemilik yang sebenarnya.

Sebagai sesuatu yang baru dalam dunia Hukum kita, maka Undang-
undang Merek khususnya merek jasa perlu dimasyarakatkan agar dapat dikenal
di dunia bisnis kita atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam bidang jasa.
Dengan | merﬁasyarakalkan Undang-undang merek bidang jasa akan dapat
menumbuhkembangkan sikap bisnis yang positif, jujur, sehat dan akan

memperluas wawasan strategi bisnis.



Dasar hukum yang digunakan dalam penggunaan Merek adalah UU No.
19 Tahun 1992, UU No. 14 Tahun 1997 dan UU No. 15 Tahun 2001.

Sebclunﬁ diundangkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992
Tentang Merek, sebelumnya pernah ada Undang-undang merck yang mengatur
tentang Mcrek di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961
Tentang Merek, adapun Undang-undang nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek,
yang berlaku saat ini adalah sebagai penyempurnaan dari Undang—andang‘Nomor
19 Tahun 1992 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Merek
karena dianggap sudah kurang memungkinkan lagi yang sesuai dengan
perkembangan zaman dewasa ini. ‘ .

Sebelum Undang-undang Nombr 21 Tahun 1961 Tentang Merek ini juga
menggantikan peraturan tentang merek yang scbelumnya berlaku, yaitu peraturan
dari Zaman Hindia Belanda yang dikenal dengan nama “Reglement Industrile
Eigendon” Tahun 1992 (Reglement tentung hak milik perindustrian) IS. 1912,
yang mulai berlaku sejak ‘Tabun 1913, peraturan tentang hak milik perindustrian

. 1912 ini mengikuti peraturan tentang merck dan hak merck industri yang berlaku
di Nederlar.d berdasarkan atas azas konkordasi dan melalui pasal aturan peralihan
Undang-undang Dasar 1945."

Selain itu ada juga peraturan [nternasional yang mengatur tentang merek.

Indonesia juga mengakui dan mengikuti adanya konvensi-konvensi yang

mengatur masalah-masalah merek dalam taraf Internasional. Konvensi tersebut .

P Sudargo Gautama. Undang-Undang Merek Baru. Alumni Bandung 1992 Hal 20.

!
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antara lain konvensi Paris yang diadakan pada tanggal 20 Maret 1983 yang
khususnya diadakan untuk memberikan pcrlindungan hak milik perindustrian.

Sejak Tahun 1976 Indonesia telah masuk menjadi anggota. Teks yang
diberlakukan untuk Indonesia adalah revisi Paris Convention, yang dilaksanakan
dit London pada ‘Tahun 1934, karcna Indonesia merupakan  peserta Paris
Convention, maka Indonesia pun turut pada International ﬁ)f The Protection of
Industrial  Property, yaitu Organisasi Uni Internasional  yang  memberikan
»pcrlimlungzm kKhusus pada hak milik perindustrian yang sckectariainya berada di
Jenewa Swiss, seperti yang (clah ditctapkan olch WIPO (World intellectual
Property Organitation).”

Worls ' Intelectual Organitation yang biasa disingkat WIPO adalah
n}zerupakan salah satu dari 14 (empat belas) Specialited Organiéies PBB yang
mana Indonesia tergabung didalamnya.

Bahwa dengan penerimaan dan keikutsertaa Indonesiadalam persetujuan
tentang Aspek-aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektﬁal (Agreement on
« Trade Related Aspect ;)f Intellectual Properti Rights, lnclmling Trade in
Conterfeit Goods/Trips) yang merupakan bagian dari persetujuan pembentukan
Organisasi Perdagangan Dunia (4greement Establishing The World Trade
Organization) scbagaiman‘a telah disahkan dengan Undanz-undang, berlanjut

dengan melaksanakan kewajiban untuk menvesuaikan peraturan perundang-

! Sudargo Gautama. Hukum Merek Indonesia. Citra Aditya Bandung 1993, hal 26.
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undangan Nasional dibidang hak atas kekayaan intelektual termasuk merek

dengan persetujuan Internasional tersebut. '

2. Sistem .Pendaftaran Merek

Penggunaan merek sudah dipergunakan sejak lama dalam dunia
?perdagangan. Bahkan memegang peranan yang amat penting, karena para
pembuat dan penjual barang perlu memberikan suatu tanda tertentu pada
barang yang diproduksi dan diperdagangkan oleh orang lain.
| Dalam hal pemberian perlindungan dan kepastian hukum hak atas
merek amatlah penting dalam dunia perdagangan dan industri.

Ditinjau dari segi hukum, masalah merek sangat berkaitan dengan
perolehan perlinciungan dan kepastian hukum bagi pemilik merek dan
perlindungan hukum terhadap konsumen atas suatu barang yang memakal
suatu merek agar tidak terkecoh dengan merek lain yang dapat mehyesatkan
tentang asal-usul suatu barang yang dibubuhi merek tersebut.

Agar suatu merek itu mendapat perlindungan hukum dan adanya
kepastian hukum, maka merek 1tu haruslah didaftarkan dalam Daftar Umum
Merek di Kantor Merek. Hal inilah yang dianut dalam Undang-undang
Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek yaitu dianut sistem Konstitutif atau

pendaftaran pertama ( first to file system )."

2 Paingot Rambe Manalu. Hukum Dagang  Internasiol, Pengaruly  Globalisasi

Ekonomiterhadap Hukum Nasional khususnya HaKi. CV. Novindo Pustaka Mandiri Jakarta 2000,

Hal 25.
" Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Dircktorat Jendral ak Paten dan Merek

Buku Panduan di Bidang Merek 1992 Hl 34.
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Berbeda dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang
Merek yang menganut sistem Deklaratif atau first to use system Updang-
undang Nomor 1‘5 Tahun 2001 Tentang Merek menganut sisiem konstitutif
atau first to file system. Artinya, hak atas merek atau pcrlindungan hukum
atas merek akan diberikan pendaftaran merek lebih dahulu. Atas pendaftaran
ini, pemilik merek memiliki hak khusus. |

Dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
menyebutkan, bahwa :

“ Hak atas merek adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh negara
kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk
jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut

atau memberikan izin kepada pibak lain untuk menggunakannya”.

Hak khusus atau hak monbpo]i itu diterima kepada pemilik merek
setelah ia mengajukan permintaan pendaftaran merck, melalui berbagai
proses, seperti, pengumuman, keberatan ( yang mungkin terjadi ), dan

pemeriksaan.

Sistem pendaftaran pertama im banyak dilaksanakan oleh sebagai
:negara. Pertimbangannya adalah karena dengan sistem ini akan memudahkan
dalam pembuktian apabila terjadi sengketa merek. Selain itu, dengan sistem
ini memacu para pengusaha agar bersikap tangkas dan kompetitif untuk
segera mengajukan permintaan pendaftaran merek atas barang atau jasa yang

dihasilkan. "

" yushihiro Sumida -+ Insan Budi Maulana, Perlindungan Bisnis Merek Jepang Indonesia,
Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hal 31.
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Dalam hal yang berkenaan dengan pendaftaran mcrek maka yang
penting diperhatikan di sini adalah adanya keharusan untuk sclalu beritikad
baik. Dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 15 Tahur 2001 Téntang Merek
discbutkan, bahwa :

* Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh
pemohon yang beriktikad tidak baik “ . '

Prinsip itikad baik ini sudah kita simak dimana Mahka:nah Agung

telah meletakkan dasar :

“ Yang berhak atas sesuatu merek bukan saja pemakaian pertama di
Indonesia atau yang mendaftarkan sebagai pemakai pertama, akan
tetapi dalam hal ini ia harus selalu bertindak dengan itikad baik.

Dinyatakan hanya pemakai pertama yang beritikad baik adalah yang

diberikan perlindungan Hukum *."

Menurut Soegondo Sumodirejo, SH mengenai pendaftaran merek
dikenal 4 (empat) sistem pemer.i ksaan merek, yaitu : |
a. Pendaftaran tanpa pemeriksaan merek terlebih dahulu.
Menurut sistem ini merek-merek yang diajukan segera didaftarkan jika
syarat-syarat mengenai permoﬁonannya sudah dipenuhi.
b. Pendaftaran dengan pemeriksaan terlebih dahulu.
Sebelum didaftarkan merek yang bersangkutan terlebih dahulu diperiksa
mengenai syarat-syarat permohonannya maupun syarat mereknya. Hanya

merek-merek yang memenuhi syarat-syarat permohonan dan mempunyai

'* Sudargo Gautama - - Riswanto Winata, Kementar Atas Undang-undang Merek Baru

1992, Alumni, Bandung, hal 28.
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persamaan dengan merek lain yang telah didaftarkan lebih dahulu dapat

didaftarkan,

. Pendaftaran dengan pengumuman sementara.

Scbelum didaftarkan merck-mercek itu diumumkan dahulu untuk memberi
kesempatan pada pihak lain untuk mengajukan keberatannya. tentang
pendaftaran merek yang bersangkutan pada waktu tertentu. Jika keberatan
itu ada maka keberatan itu disclesaikan oleh Kantor pendafiaran merek dan
kemudian kantor tersebut memutuskan untuk menolak atau mendaflarkan

merek yang bersangkutan.

. Pendaftaran dengan pemberitahuan terlebih dahulu tentang adanya merek

yang bertentangan.

Pemohon yang mengajukan permohonan pendaftaran merek diberitahukan
jika mereknya mempunyai persamaan dengan merek yang lain yang telah
didaftarkan lebih dahulu, tetapi jika pemohon tetap menghendaki
pendaftaran mereknya, maka merek itu juga didaftarkan.'®

Diatas telah disebutkan bahwa Indonesia menggunakan sistem

Konstitutif atau pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu.

Permohonan-permohonan yang diajukan pada Kantor Direktorat Merek harus

diperiksa terlebih dahulu, terutama mengenai :

1

|88

W)

1o

Syarat permohonan
Syarat-syarat pada merek

Persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang ielah didaftarkan

Sugondo Sumodircjo, Merck Perusalaan dan Merek Pernivgaan, Pradaya Paramita,

1993, hal 17.



Hanya merek-mérck yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut
(,]l.:llz\fs‘lillh yang dapat didaftarkan, dan kirimya merck yang mempunyai
persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek
terkenal milik orang lain, akan ditolak untuk didaftarkan dalam daftar umum
untuk barang yang sejenis.'’

Dengan pendaftaran telah menciptakan, bahwa orang atau badan
hukum yang telah mendaflarkan mereknya di Kantor Merek tersebut adalah
yang berhak sepenuhnya atas merek tersebut.

Dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun
2001 Tentang Merek, bahwa permintaan pendafiaran merek diajukan secara

tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kantor Merek, yaitu Direktorat

Jendral Hak Cipta, Paten dan Merek yang bertempat di Tangerang.

3. Tata Cara, Syarat dan Prosedur Pendaftaran Merek
Berdasar Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
mengenai tata cara, syarat dan prosedur permohonan pendaftaran merek, ,
maka permohonan pendaftaran merek harus menyertakan :
1. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh Kantor Merek,
dengan ketentuan sebagai berikut : |
a. Formulir harus dibuat rangkap 4 ( empat ), ditulis / diketik dalam

bahasa Indonesia.

17 Undang-Undang Republik Indonesia, Tentang Hak Cipta Paten dan Merek 1997. BP.
Panca Usaha Jakarta, Hal 36.
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Kegunaannya adalah sebagai berikut :

lembar 1, untuk keperluan Dircktorat Merek.

lembar 2, untuk dikembalikan kepada pemohon diterima maupun

tidak.

lembar 3, untuk keperluan Direktorat Merek.

lembar 4 untuk pegangan pemohon.

. Mencantumkan tanggal, .bulan, dan tahun pada saat pendaftaran

dilakukan.

>, Mencantumkan nama lengkap kewargancgaraan.

- Jika pemohon adalah perorangan ( bukan merupckan kelompok
usaha, seperti Firma, CV, PT, atau badan huk:m lainnya ) maka
harus disertai foto copy KTP yang asli.

- Jika permohonan diajukan oleh lebih dari satu orang / atas nama
lebih dan seorang maka pemohon harus disebutkan semua dengan
menetapkan satu alamat pemohon.

- Jika permohonan berbeﬁtuk Firma, CV, PT, atau badan hukum
tersebut juga melampirkan turunan resmi akte pendirian dari Firma,
CV, PT, atau badan hukum tersebut.

. Jika pemohon diajukan melalui kuasa maka nama dan alamat kuasa

dicantumkan dalam formulir pendaftaran dengan lengkap dan telah

ditanda tangani dan diberi materai.
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Jika pemohon tidak bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia,

maka ia harus memilih tempat tinggal dan menunjuk scorang kuasa di

dalam daerah Republik Indonesia.

Mencantumkan macam warna, apabila merek yang dimintakan

pendaftarannya menggunakan unsur warna.

Mencantumkan kelas serta jenis barang atau jasa bagi merek yang

dimintakan pendaftarannya.

. Mencantumkan etiket, yaitu :

4 ( empat ) helai etiket ditempelkan pada formulir yang telah
disediakan.

20 ( dua puluh ) helai etiket merek lepas diletakkan di dalam sampul.
Litiket termaksud harus dibuat di atas kertas dan sama dengan yang
ditempcl pada formulir permohonan yang diajukan.

Etiket berukuran maksimal 9 x 9 cm dan minimal 2 x 2 cm.

Jika etiket tersebut inengandung perbedaan wamé, maka harus
disebutkan uraian warnanya.

Huruf-huruf dan kata-kata asing yang tertera dalain etiket yang tidak

dikenal harus diterangkan ke dalam bahasa Indonesia pada formulir.

Formulir pendaftaran harus ditanda tangani oleh pemohon atau

kuasanya.
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2. Setiap pemohon harus melampirkan surat pernyataan yang ditanda tangani
oleh pemilik. merek dan bermaterai cukup, yang dengan jelas dan tegas
menyebutkan bahwa : |
a. Merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya.

b. Merek yang dimintakan pendaftaran tidak meniru merek orang lain baik

untuk keseluruhan maupun pada umumnya.

. Pembayaran keseluruhan biaya dalam rangka permintaan pendaftaran

(8]

merek yang sejenis dan besarnya ditetapkan keputusan Menteri.
Berdasarkan surat edaran Menteri Xchakiman chublik Indonesia :
- Nomor : MOIHC 0L 10 Tahun 1993
- Tanggal : 31 Maret 1993

- ‘kentang o penclapan sementara biaya-biaya permintaan pendafiaran,

perpanjangan, pencatatan dan ketenaraﬁ merek .

Bahwa besar biaya kescluruhan untuk permintaan pendaftaran merzk
dagang / jasa adalah scbesar Rp 300.000 ( tiga ratus ribu rupiah ).

Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan permintaan pendaftaran.
merek, maka kantor merek akan menyurati pemohon agar memenuhi
kekurangan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya dua bulan sejak
tanggal surat pemberitahuan diterima oleh pemohon. |

Apabila dalam waktu dua bulan tersebut pemohon tidak meclengkapi

kekurangan persyaratan permintaan pendaftaran merek, maka permintaan
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dianggap dita'rii( kembali. Kantor merek memberi tahukan anggapan
penarikan kembali tersebut kepada pemohon dengan menyebutkan alasan.
Permintaan pendaftaran merek yang telah memasuki kelengkapan
persyaratan, maka Kantor Merek dalam waktu sclambat-lambatnya 10
(sepuluh) hari sejak tanggal penerimaan permintaan ( tanggal penerimaan
kelengkapan ) akan mengumumkan permintaan pendaftaran merek tersebut.
Pengumuman permintaan pendaltaran merek tersebut berlangsung
sclama 3 (tiga) bulan, dan dilakukan dengan :
a. MenempatkanA pada papan pengumuman di Kantor Merek yang dapat
dengan mudah dilihat oleh masyarakat.
b. Menempatkan pada Berita Resmi Merek (BRM) yang diterbitkan secara
berkala oleh kantor merek.
Berita resmi merek ini dapat dilihat di kanwil-kanwil Departemen
Kchakiman Republik Indonesia.
Berdasarkan pasal 23 Undang-undang Nomer 15 Tahun 2001 Tentang
Merek, maka pengumuman dilakukan dengan mencantumkan :
a. Nama dan alamat lengkap pemilik merek, serta dan alamat kuasanya apabila
permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa.
'b. Kelas dan jenis barang atau jasa bagi merek yang dimintakan pendaltarannya.
c. Tanggal penerimaan permintaam pendaftaran merek.
d. Nama negara dan tanggal penerilﬁaan pendaftaran merek yang pertama kali,
dalam hal permintaan pendaftaran merek diajukan dengan menggunakan hak

prioritas.
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e. Contoh etiket merek, termasuk mengenai keterangan mengenai warna,
apabila merek menggunakan bahasa asing dan atau huruf latin dah atau angka
yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai teljemahan
dalam bahasa Indonesia.

Maksud dilakukannya pengumuman permintaan pendaftaran merek yaitu
memberi kesempatan pada sctiap orang untuk mengajukan kbbcra!an sccara
ertulis kepada Kantor merek atas permintaan pendaflaran vang bersangkutan
dengan disertai bukti dan alasan yang cukup bahwa merek tersebut menurut
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek tidak dapat didaftar atau
harus ditolak.

Pemohon permintaan pendaftaran merek selambat-lambatnya d;la bulan
sejak tanggal penerimaan salinan surat keberatan tersebut, berhak mengajukan
sanggahan yaﬁg disampaikan kepada kantor merek.

Selanjutnya kantor merek menggunakan keberatan dan sanggahan
tersebut sebagai bahan dalam pemeriksaan terhadap permintaan pendaftaran
merek, apakah merek ditolak atau didaftarkan dalam Daftar Umum Merek.

Permintaan merek yang sudah memenuhi kelengkapan persyaratan yang
telah berakhir masa pengumuman untuk posisi selama tiga bulan, maka
sclanjutnya kantor merek melakukan pemeriksaan substantif.

Yang dimaksud nomor substantif adalah meliputi :

a. Pemeriksaan mengenai merek yang dimintakan pendaftaran apakah termasuk

| merek-merek yang dapat didaftarkan atau tidak. ( pasal 5 Undang-undang

Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek ).
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o Pemeriksaan merek yang dimintakan pendaftaran apakah = mempunyai
persaniaan dalam pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek
orang lain yang sudah didaftarkan lebih dahulu untuk baraug yang sejenis.
(pasal 6 ayat (1) U‘ndahg—undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek).

c.iPemeriksaan merek yang dimintakan pendaftaran apakzh sudah mendapat
persetujuan dari yang berhak atau tidak. ( pasal 6 ayat (2) Undang-undang
Nomor |5 Tahun 2001 Tentang Merek ).

d. Pemeriksaan merek yang dimintakan pendaftaran apakah miiik orang lain
berdasar surat keberatan atau oposisi yang diajukan olch pemilik  merek
sclama masa pengumuman atau adanya oposisi dari pihak lain. ( pasal 25 ayat
(2) Undang-undaﬁg Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek).

‘Salah satu dari ke-empat macam pemeriksaan substantif tersebut dapat
dijadikan dasar alasan penolakan permintaan pendaftaran merek olek kantor
merek, yang selengkapnya pasal-pasal tersebut berbunyi :

- Pasal 5 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek :

Merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur di bawah

i

a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum.

b. Tidak memiliki daya pembeda.

c. Telah menjadi milik umum.

d. Mcrupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang

dimohonkan pendaftarannya.



- Pasal 6 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek,
yang berbunyi :

“ Permintaan pendaftaran merek ditolak oleh kantor merek apabila
mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan
merck orang lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang

atau sejenis

- Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang. Merek,
menyebutkan bahwa permintaan pendaftaran merek juga ditoiak oleh kantor
merek, apabila:

a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, merek dan nama
badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis
dari yang be{hak.

b. Merupakan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera,
lambang atau simbol atau einblem, dani_negara atau lembaga nasional
maupun Internasional, kecuali atas persetujuan fertulis dari pithak yang
berwenang,

¢. Merupakan peniruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi
yaﬂg digunakan oleh negara atau lembaga pemerintahan kecuali atas
persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang, atau

d. Merupakan atau menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi hak cipta,

kecuali atas persetujuan tertulis.

Kantor Merek dalam melakukan pemeriksaan substantif tersebut harus

- diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya sembilan bulan sejak
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a. Tanggal berakhimya pengumuman ; atau

b. Tanggal berakhirnya jangka waktu untuk menyampaikan sanggahan.

| Terhadap merek-merek yang ditolak baik dengan alasan pé,sal 5 Undang-
undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek maupun pasal 6 ayat (1) dan ayat
2) Undang—undéng Nomor 15 Tahun 2001 Tentang dapat mengajukan
pgnnintaan banding kepada komisi banding merek sebagaimana yang dimaksud
dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Komisi banding adalah badan yang secara khusus dibentuk untuk
‘memeriksa permintaan banding atas penolakan permintaan i erek.

Putusan komisi banding bersifat final, baik administeatif maupun
substantif dalam arti bahwa keputusan tersebut merupakan keputusan tingkat
terakhir dalam lingkungan Badan Tata Usaha Negara yang bertanggung jawab
alas pecmbinaan merek.

‘Permintaan pendaftaran merek yang sudah memenuhi kelengkapan
persyaratan pendaftaran dan tidak bertentangan dengan pasal 5, pasal 6 maka
kantor merck mendaftar merek tersebut dalam Daftar Umum Merek.

| Kantor merek selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sejak tanggal
merek didaftar dalam Daftar Umum Merek memberitahukan kepada pemohon
dengan~men.yampaikan sertifikat pendaftaran merek.

Dalam hal permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa, maka
pemberitahuan pendaftaran merek tersebut disampaikan pada kuasanya dengan
tembusan kepada pemilik merek. Kemudian Kantor Merek mengumumkan

pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek.
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4. Pcrlindungan Hukum terhadap Merek

>Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa Undang-undang Nomor 15
Tahun 2001 Tentang Merek, yang berlaku saat ini adalah menganut asas
konstitutif atau system pendaftaran pertama. Dalam pasal 3 Undang-undang
Nonor 15 Tahun 2001 Tentang‘ Merek, ditegaskan bahwa pendaftaranlah
yang membawa lebih banyak kepada kepastian hukufn. Karena jika seseorang
dapat membuktikan ia telah mendaftarkan suatu merek dan mengenai ini ia
akan memperoleh sertifikat merek yang merupakan bukti dari pada hak
miliknya atas suatu merek.

Bagi merek yang sudah terdaftar pada Daftar Umutﬁ di Direktorat
Merek maka merek yang terdaflar tersebut akan mendapat perlindungan
hokum untuk jéngka waktu sepuluh tahun dan berlaku surut sejak tanggal
penerimaan permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan seperti yang
dftegaskan dalam pasal 28 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang
Merek. " |

Selama jangka waktu pendaftaran merek tersebut, perlindungan
terhadap merekpun berlangsung. Dengan kata lain, hak atas merek yang
terdaftar berlangsung selama itu pula." |

Berdasarkan ketentuan pasal 35 dan pasal 36 UU No. 15 Tahun 2001,
jahgka.waktu perlindungan merck terdaftar dapat diperpanjang setiap kali

untuk jangka waktu yang sama. Artinya perpanjangan tersebut berlangsung

'® Suiyud Margono — Longginus Hadi, Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek,
Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta 2002, hal 59
" Ibid, Sudargo Gautama — Rizawanto Winata, hal 81.
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setiap kali untuk jangkawaktu sepuluh tahun. Adapun syarat untuk
perpanjangan tersebut pada pokoknya :
.a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa yang
discbut dalam sertifikat merek.
b. Barang atau jasa tersebut masih diproduksi atau diperdagangkan.

Apabila perpanjangan jangka waktu perlindungan dikehendaki, maka
permintaan untuk itu harus diajukan secara tertulis oleh pemilik merek terdaftar
atau kuasanya kepada kantor merek, dalam waktu yang tidak lebih dari dua belas
bulan atau sekurang-kurangnya enam bulan sebelum bérakhimya jangka waktu
perlihdungan bagi merek yang bersangkutan.”’

Dcengan ketentuan, seandainya jangka waktu perlindungan untuk merck
Mesran akan berakhir tanggal 8 Desember 2001 maka perminiaan tertulis untuk
- perpanjangan harus diajukan setclah tanggal 8 Juni 2001,

Maka jelaslah, bahwa bagi sctiap pemilik merek Indoncsia harus
mendaflarkan hak atas mereknya terlebih dahulu ke Kantor Merek sebagai upaya
: agar hak atas mereknya dapat terlindungi dan mempunyai kepastign hukum.

i
5. S.anksi terhadap Pemalsuan Merek
Salah satu tujuan dibentuknya Undang-undang Merek adalah untuk
‘memberikan perlindungan kepada pemilik merek terhadap peniruan atau
‘pemalsuan barang yang memakai suatu merek yang sudah didaftarkan secara

. 2]
sah di kantor merek.

20 1hid, hal 19
2 Soetijarto, Hukum Milik Perindustrian, Liberti, Yogyakarta, 1997, hal 15



Menurut-Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Melfek pasal
76, pemalsuan terhadap Merek baik menggunakan Merek yang mempunyai
persamaan pada pokoknya saja maupun persamaan pada keseluruhannya,
bemilik merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang memalsukan
merek kepada Pengadilan Niaga berupa :
a. Gugatan ganti rugi; dan atau
b. Penghentian semua pérbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek

tersebut.

Dalam masa pemeriksaan dan dalam rangka untuk mencegah kerugian
secara lebih besar atas permohonan pemilik merek atau penerima lisensi
selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergﬁgat untuk menghentikan

produksi, peredaran dan atau perdagangan barang atau jasa yang

menggunakan merck (ersebut sceara tanpa hak. ‘F'erhadap tuntutan penyerahan
barang kepada tergugat dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai
kekuatan hukum tetap.”

Sédangkan tata cara gugatan terhadap penyelesaian sengketa merek:
diatur dalam pasal 80 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek
sebagai berikut :

. Gugatan pembatalan pendafataran merek diajukan kepada Ketua
Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili

tergugat.

i Sasongko. Undang-Undang Hak Cipta dan #aten. Pusaka Tinta Mas Surabaya, 1995
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Dalam hal tergugat bertempar tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan
terscbut diajukan kepada Kctua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. .
Panitera méndaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang
bersangkqtan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima
tertulis yang ditanda tangani Panitera dengan tanggal yang sama dengan
tanggal pendaftaran gugatan.

Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Kctua Pengadilan
Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari tcrhitung sejak
gugatan dldaftarkan

Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal
gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan
dan menetapkan hari sidang.

Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan disclenggarakan dalam

| jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan |

didaltarkan,

Pemanggilan paré pihak dilakukan oleh Juru Sita paling lama 7 (tujuh).
hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan. |

Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90
(scmbilan puluh) hari sctclah gﬁgulan didaftarkan dan dapat diperpanjang
paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah
Agung.

Putusan atas gilgatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat 8

yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari
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putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan
dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut
diajukan suatu upaya hukum.
10. Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat 9 wajib
| disampaikan oleh Juru Sita kepada para pihak paling lama 14 (empat
belas) hari setelah putusan atas gugatan pembata]an diucapkan.
'Terhadap putusan Pengadilan Niaga tentang penyelesaian sengketa
merek dapat diajukan kasasi, dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar
pada pihak yang haknya dilanggar, atas permintaan pemohbn (pihak yang

merasa dirugikan) karena pelaksanaan paten, Pengadilan Niaga mempunyai

.kewenangan untuk menertibkan penetapan sementara (Injuction) yang bersifat

~ segera dan efektif

Penetapan sementara ini merupakan sarana atau upaya hukum bagi
pemohon agar bagi pihak yang melakukan tindakan melakukan hukqm yang
diduga atau diasumsikan berdasarkan bukti vang cukup akan merugikan
pemohon dan pelanggaran merek terdaftar.

Bukti pelanggaran biasanya dilaporkan kepada pthak kepolisian yang
akan memeriksa perkara serta menyita semua barang bﬁkti yang diduga sebagai
bukti pelanggaran HAKI pihak pelapor. Kasus ini biasanyaA akan ditangani oleh
seorang jaksa yang berusaha agar kasus tersebut beserta pelanggarannya dibawa
ke pengadilan. Jika pelanggar dapat dibuktikan bersalah, maka dia akan masuk.

. . »n
ke dalam penjara dan atau dikenakan denda.

** Suyud Margono — Longginus hadi. Op. Cit. Hal 28.
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Sanksi pidéna terhadap pelanggaran tersebut diatur dalam Undang-
undang nomor 15 tahun 2001 Bab IV yang mempunyai penjelasan sebagai
berikut : Jika pelanggar melakukan pemalsuan merek atas keseluruhannya akan

) dikenakan hukuman penjara 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Sedangkan jika melakukan pemalsuan atas

pokoknya saja dikenakan hukuman penjara 4 (empat) tahun dan denda paling

banyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

B. 'i‘]NJAUAN TENTANG PELUMAS MESRAN
1. Pengertian Pelumas Mesran.

Pelumas Mesran  adalals pelumas  yang diproduksi  olch PT.
PERTAMINA (PERSERO) yang digunakan pada mesin bensin maupun
mesin diesel dengan tugas ringan sampai berat. '

Dilihat dari kegunaannya Pelumas Mesran dapat dibedakan menjadi 2
(dua) macam :

1. Mesran Super.
Pelumas ini digunakan pada mesin bensin dengan tingkat kekentalan
(viskositas) SAE 20 W — 50 W dan tingkat mutu API SERVICE
* (Performance Level) SF/CC. Mesran ini terdaftar dengan nornor 364932.
2. Mesran B.
Pelumas ini digunakan pada mesin diesel dengan tingkat kekentalan
(viskositas) SAE 40, dan tingkat mutu API SERVICE (Performance level)

SF/CD. Mesran ini terdaftar dengan nomor 364933,
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Viskositas dan performance level sangat penting untnk diperhatikan.

Hal ini berhubungan dengan kemampuan pelumas untuk menjalankan fungsi-

fungsinya, pelumas yang tidak sesuai dengan kebutuhan mesin akan berakibat

kurang sempurnanya fungsi pencegahan gesekan yang berakibat buruk

.. . 2
terhadap kondisi mesin kendaraan,**

2. Fungsi Pelumas Mesran.

Pelumas mesran mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.

Melumasi.
Mengurangi gesekan dan keausan dengan melapisi permukaan yang
bergerak dengan lapisan pelumas.

Mendinginkan.

Menyalurkan panas keluar dari komponen mesin.

Membersihkan.

Menghilangkan dan menahan kotoran seperti karbon, sludge, varnish
dan lain-lain tetap ada dalam bulk pelumas dan membawanya ke
saringan (filter) pelumas untuk dipisahkan atau dibersihkan.
Melindungi.

Mencegah kerusakan metal akibat oksidasi dan korosi.

Lain-lain.

Sebagai media pemindah tenaga, media pemindah panas, perapét (seal),

. . 5
isolator dan sebagainya.’

24 pertamina Unit Pelumas, OP.CIT, hal 4
* Ibid. hal 3
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Dengan melihat fungsi pelumas mesran tersebut dapat diketahui secara
‘ fisik pelumas tersebut asli atau palsu, apabila terjadi penggunaan pelumas
mesran palsu akan terdapat ciri-ciri kondusi :
a. Pelumas terlihat lebih kental atau berwarna hitam pekat dan kotor setelah
digunakan antara 1.500 — 2.000 km, akibat teroksidasi dengan hebat. |
b. Mesin lebih cepat mengalami kausan sehingga umur mesin menjadi lebih
pendek.
¢. Mesin lebih kotor, banyak lumpur (sludge) tertinggal pada komponen mesin

dan dapat menyumbat aliran pelumas.*

“ fandi, Sales Engincer Pertaming UPPDN AV, Ceramah Pengenalun Produk Pelumas
2001, hal 11,
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A I C:\MBARAN UMUM PT. PERTAMINA ( PERSERO )

Pertamina (Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara)

pada awalnya 'adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) yang
. memperoleh kepercayaan dari rakyat dan Negara melalui Undang-Undang No.
- 8 Tahun 1971, yang mempunyai tugas dan kewajiban : |

- Melaksanakan pengusahaan Minyak dan Gas Bumi dengan memperoleh
hasil yang sebesar-'besamya bagi kemakmuran Rakyat dan Négara.

- Mcnyediakan daﬁ melayani kebutuhan bahan bakar Minyak dan Gas
Bumi untuk dalam negeri yang pelaksanaannya déatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas direktorat PPDN
(Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri) membentuk unit-unit yang terbesar
di seluruh wilayah Indonesia yang keseluruhannya berjumlah delapan (8) unit,
yang masing-masing unit memiliki instansi / depot dan terminal transit.

Akan tetapi tidak semua unit tersebut memiliki fempat untuk
memproduksi pelumas atau yang di sebut dengan LOBP k( Lobe Oil Blending
Planf ), sémentara ini seluruh Indonésia hanya memiliki 4 LOBP yaitu :

a. UPPDN l1I Jakarta mempunyai 2 LOBP

b. UPPDN IV Semafang mempunyai 1 LOBP

35
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c. UPPDN V Surabaya mempunyai | LOBP
Sebagai salah satu unit operasi pertamina, UPPDN IV atau yang
dikenal sekarang dengan sebufan UPMS IV Semarang mempunyai fungsi
dalam hal perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan seluruh aspek dalam
pembekalan dan pemasaran hasil minyak dan gas bumi termasuk produk-
produk petrokimia di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Aspek-
aspek tersebut terdiri atas
1. Perencanaan penyediaan, pelayanan hasil BBM dan Non 'BBM, serta
pengadaan pembinaan atas kegiatan pemasarannya meliputi penyediaan

penjualan, pengangkutan, penimbunan dan pengendalian mutu produk.

b

Pengadaan pembinaan keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan.

3. Penyelenggaraan fungsi penunjang untuk Optimalisasi kegiatan pembekalan
dan pemasaran BBM dan Non BBM di daerah meliputi 't'"uﬁgs'i pemeliharaan
fasilitas pemeliharaan [asilitas, keuangan, ﬁmum, keamanan, serta

- perkapalan, kebandaraan dan komunikasi.

4. Pengadaan pembinaan sumberdaya manusia dalaﬁ rangka menunjang
kegiatan perusahaan.’

UPMS IV Semarang melakukan pemasaran pelumas bertujuan
disamping meningkatkan pemanfaatan hasil produk minyak bumi, juga
memenuhi laju permintaan pelumas bagi kendaraan bermotor, sesuai dengan

kebijakan pemerintah agar semua sumber energi yang ada di Indonesia dapat di

! Hasil Wawancara, 29 Januari 2004 dengan Ruwi Jadianto.
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kembangkan dan di manfaatkan semaksimal mungkin guna menunjang

kelangsungan pembangunan Nasional.

‘Usaha pertamina dalam pemasaran pelumas kepada masyarakat ternyata

mendapat tanggapan yang positif, sejalan dengan perkcmbangan tehnologi

kendaraan bermotor yang menuntut penggunaan pelumas yang cocok/sesuai

a.

b.

Adapun fungsi dan kegunaan pelumas pada kendaraan bermotor adalah:
Meclumasi
Mengurangi gesekan dan keausan dengan melapisi nermukaan yang
bergerak dengan lapisan pelumas.

Mendinginkan

~ Menyalurkan panas keluar dari komponen-komponen mesin, -

Membersihkan

Menghilangkan dan menahan kotoran seperti karbon, sludge, varnish dan
lain-lain tetap dalam bulk pelumas dan membawanya k'é saringan (filter)
pelumas untuk dipisahkan / dibersihkan.

Melindungi

Mencegah kerusakaﬁ metal akibat oksidasi dan korosi.

Lain-lain

Sebagai media pemindah tenaga, media pemindah panas, perapat (seal)

isolator dan sebagainya.
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Ada berbagai macam pelumas yang diproduks: oleh pertamina, ini
discsuaikan dehgan perkembangan tekhnologi mesin dan persyaratan oleh
Bcberapa lembaga internasional, seperti APl (American Petroleum Institute)
dan SAE (Society Automotive Engineers). Karena penggunaan pelumas ini
berdasarkan mutu unjuk kerja dari mesin.’

Berikut ini adalah contoh jenis-jenis pelumas yang diproduksi oleh
pertamina :

a. Pelumas mesin bensin

1. Mesran Super

0

Prima XP
3. Fastron

b.  Pelumas mesin diesel
1. Mesran B
2. Meditran SC

3. Meditran SX

. PENDAFTARAN MEREK MESRAN PRODUKSI PT. PERTAMINA
( PERSERO ) DI SEMARANG.
Pclumas produksi Pertamina, semuanya telah didaftarkan secara resmi

di kantor merek, termasuk Mesran Super dan Mesran B. Dari hasil penelitian

" Nasil Wawancara tanggal 3 Pebruari 2004 dengan Kusno Suharto.
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didapatkan data bahwa, Mesran Super telah terdaftar dalam daftar umum merek
scbagai berikut :
a.  Tanggal pengajuan : 18 November 1996

b.  Tanggal penerimaan permintaan : 18 November 1996

c.  Nomor pendaftaran - 401339
d.  Tanggal pcndaftaran : 23 Oktober 1997
¢.  Jangka waktu : 10 tahun scjak 18 November 1996

Sedangkan untuk Mesran B adalah :

a.  Tanggal pengajuan : 15 Maret 1995 .

b.  Tanggal penerimaan permintaan : 15 Maret 1995

c.  Nomor pendaftaran 1 364933

d.  Tanggal pendaftaran : 01 Agustus 1996

e. Jangka waktu | 10 tahun sejak 15 Maret 1995

Melihat data diatas yang telah tercantum di dalam sertifikat merek
Direktorat Jenderal hak cipta paten dan merek dapat dijelaskan bahwa PT.
P,eﬂamvina ( Persero ) telah melakukan pendaftaran merek atas barang / jasa
sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomér 15 Tahun 2001
Tentang Merek.

| Dengan adanya pendaftaran merek Mesran ini, PT. Pertamina (Persero)
berharap produk Mesran dapat dilindungi oleh Undang-Undang yang berlaku
dan aman dari tindakan pemalsuan Merek yang dapat merugikan berﬁagai pthak

antara lain :
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Akibat Bagi Kom;umen

Konsumen sebagai pemakai hasil barang produksi terhadap barang yang
sudah dikenalnya lebih mempunyai banyak alternatif untuk memilih
barang yang lebih bermutu dengan harga yang relatif lebih murah.
Konsumen yang paling terkena akibat peniruan merek ini adalah
konsumen yang tingkat konsentrasi kehidupanaya rendah. Dalam
memperoleh barang dengan harga yang relatif murah, tanpa memandang
kualitas, apalagi saat ini konsumen atau masyarakat yang terpenting
adalah merek yang dipandang saat itu sebagai merek ya'ng lagi ngetop
atau terkenal tanpa memperdulikan apakah barang tersebut asli atau tidak,
yang terpent.ing bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat tﬁenengah
kebawah barang tersebut mempunyai harga murah dan menapilkan merek
yang sudah terkenal, juga dalam hal pemilihan merek hanya berdasarkan

ingatan belaka apakah merek asli atau bukan tidak menjadi masalah.

‘ Akibat Bagi Pengusaha Pemilik Merek Yang Sah.

Dengan munculnya peniruan merek dikalangan masyarakat semakin
berkuranglah permintaan barang asli dari langganan. Maka pemilik merek
yang asli akan menderita kerugian yang tidak sedikit. Disamping itu
hilangnya kepercayaan konsumen terhadap barang tersebut merupakan
akibat yang tidak baik. Sebab justru kepercayaan diri konsumenlah yang
memegang  peranan dari  suatu  usaha perdagangan, untuk

memperkenalkan  barang-barang para pengusaha terhadap konsumen
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dilakukan dengan berbagai macam cara, antara {zin dengan propaganda
baik melalui surat kabar ( media cetak ), TV, Radio, ( media clektronik )
" dan lain-lain dengan harapan agar konsumen tahu barang produksinya,
yang kesemuanya itu me;nbutuh_kan biaya yang tidak sedikit.

Dengan permintaan barang yang semakin menurun, pcngusahé dari suatu
merek harus membayar upah dari pekerjanya yang tetap bekerja, dan juga
pengusaha ini tetap membayar pajak perusahaan secara kontinyu. Apabila
keadaan ini berlangsung terus menerus tanpa adanya penyelesalan vang
teratasi maka kerugian yang diderita perusahaan yang bcrltlkad baik akan
semakin besar dan tidak tertutup kemungkinan pérusahaan akan
mengalami gulung tikar_ akibat dari mengalami kerugian yang terus
menerus yang akibatnya dari perbuatan sescorang yang tidak bertanggung
jawab.

Akibat Bagi Negara

Untuk mendapatkan pemasukan, banyak jalan yang dapat ditempuh olch
pemerintah diantaranya dengan cara pemungutan pajak perusahaan. Hal
ini menunjukkan bahwa pajak terhadap perusahaan sangatléh penting
artinya bagi negara. Pajak ini diperoleh antara lain dengan pendaftaran
izin usaha, pajak pendapatan dan penghasilan dan pendaftaran merek.
Pemerintah menanggung akibat berkurangnya pemasukan uang kedal;xm
kas negara disebabkan oleﬁ kejadian peniruan merek tersebut di atas. Bagi

penguasa yang mendaftarkan mereknya di kantor Dircktorat’ Hak Cipta
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Paten dan Merek berarti pengusaha atau pemegang merek ini tclah
menambah income bagi pemerintah, sebab hal itu menambah pemasukan
.uang kas negara. Semakin perusahaan sadar untuk mendaftarkan
mereknya, semakin banyak pula income pemerintah, dan disamping itu
pula pendaftaran merupakan suatu yang mutlak yang hurus diléksanakan
oleh pemegang merek, karena dengan mendaftarkan mereknya di Kantor
Merek, kemudian mendapatkan sertifikat hak atas merck, maka orang
atau badan hukum terscbut adalah sebagai pemegang atau pemilik merck
yang sah. | |
Seandainya setiap = perusahaan dengan  segala  kesadaran mau
mendafiarkan merek bagi usaha dagangnya maka akan ' semakin
banyaklah pendapatan négara yang masuk. Pengusaha yang curang,
biasanya tidak mempunyai izin dagangnya ataupun pendaftaran merek
yang pertama. Schingga yang dilakukan adalah memboneeng ketenaran
~ dari merek yang sudah terkenal yang berhak atas merek tersebut yang
sudah didaftarkan. Dengan jalan begini pengusaha yang beritikad buruk
ini akan mendapat untung yang besar, tanpa harus membayar pajak

~ 3
maupun mendaflarkan mereknya.

* Hasil Wawancara tanggal 4 Pebruari 2004 dengan Teguh S.
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B. 1. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK
MEREK MESRAN PRODUKSI PT. PERTAMINA (FERSERO) DI
SEMARANG

Seperti kita ketahui, bahwa Undang-Udang meiek tahun 2001 yang
berlaku saat ini adalah menganut asas konstitutif, atau sistem pendaftaran
pertama. Dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang
Mecrek, ditcguskﬁn bahwa pendaftaranfah yang membawa Iebih banyak kcpadu
kepastian hukum. KarenaA jika. seseorang dapat membuktikan ia telah
mendaftarkan suatu merek dan mengenai ini ia akan memperoleh sertifikat

f merek yang merupakan bukti dari pada hak miliknya atas suati merek.

Bagi merek yang sudah terdaftar pada daftar umum di Direktorat Merek
maka Merek yang terdaftar tersebut akan mendapat perlindungar hukum untuk
jangka waktu sepuluh tahun dan berlaku surat sejak' tanggal penerimaan
permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan seperti yang ditegaskan
dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek.

Selama jangka ' waktu pendaftaran merek tersebut, perlindungan
terhadap mereka pun belangsung, dengan kata lain, hak atas merek yang
terdaftar berlangsung selama itu pula.

‘Dari ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang
Merek menegasl%an, bahwa bagi pemilik merek terdaftar dapat mengajukan
gugatan terhadap orang tua badan hukum yang menggunakan mereknya, yang

mempunyai persamaan baik pada pokoknya atau pada kescluruhannya tznpa
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ik, herupa permintaan ganti rugi dan penghentian terkadap pemakaian merek
terscbut. Dalam  hal ini mengajukan gugatan, si pemilik merck  dapat
mengajukan gugatannya melalui Pengadilan Niaga Jakarta atau melalui
‘Pcngadilan Niaga lain yang akan ditetapkan dengan Keputusa.n Presiden. Atas
péﬁntah dari si pemilik merek terdaftar selaku penggugat, selama masih dalam
pemertksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, oleh karena itu
hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan perdagangan barang
atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebut.

Di samping itu menurut pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2001 Tentang Merek, sangsi yang diberikan kepada tergugat seharusnya
adalah memberikan ganti rugi daﬁ tergugat kepada penggugat scbesar yang
telah ditetapkan oleh Pengadilan yang memutuskan perkara tersebut. Dan
sekaligus menghentikan seluruh produksi yang dihasilkan oleh tergugat, serta
mengembalikaﬁ seluruh barang yang dipalsukannya.

Namun selain gugatan- Perdata yang memberikan gﬁnli kerugian,
masalah sengketa merek juga dapat dikenai sangsi Pidana, yaitu ketentuan
Pidz;na dalam Bab X1V Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek,
bahwa ancaman Pidana Penjara 4 —5 tahun.

Pelakganaan sangsi Pidana tersebut tentunya menuntut kesediaan pihak
kejaksaan untuk tidak segan-segan mengajukan tuntutan pidana maksimal dan

kesediaan Pengadilan untuk menjatuhkan Pidana maksimal. .
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Namun dalam kenyataannya begitu banyaknya pelanggaran hak ataé
merek ini di negara kita, seperti tidak ada perasaan dosa dan bersalah dalam
memasarkan merek palsunya bahkan bisa dikatakan hal ini sudah merupakan
adat / kebiasaan, dan kemudian pihak pemilik Merek mesran melakukan
tindakan pencegahan dengan merubah kemasan, yang semula berbentuk bulat
dengan segel baisa menjadi pipih lonjong dengan segel komputerisasi.

| Dari hal tersebut diatas dapat dideskripsikan’ bahwa peraturan
perundang-undangan i lndoncsié khususnya yang menvanekut merck sudah
dapat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek di
Indonesia, ini didasarkan pada Bab VIII Gugatan atas pelanggaran merek yaitu
pasal 72 Undang—Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merex yaitu pemiiik
merek terdafiar dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum
VEng secara tanpa hak mengoeunakan merek untuk bararg dan atau jasa yang
mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan mercknya.
Kesempatan yang diberikan olen Undang-Undang Merek kepada
ﬁcmilik merek beritikad baik dan tidak kepada orang yang beritikad buruk,
ma‘ka peniruan merek terkenal milik orang lain yang menurut ynrisprudensi
dikwalifikasikan sebagai beritikad buruk yang tidak patut mendapat
perlindugan hukum. |
Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan tc.."nadap orang
atau badan hukum yang menggunakan mereknya, yang mempunyai persamaan

baik pada pokoknya atau pada ~keseluruhannya secara tanpa hak, yaitu berupa
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permintaan ganti rugi dan penghentian pemakaian merek wersebut Gugatan
yang diajukan tersebut dapat me]afui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atau
Peagaditan Niaga lainnya yang ditetapkan dengan keputuran Presiden.

Dalam hal terjadinya perbuatan pemalsuan meek, ternyata tidaklah
gampang bagi yang berwajib untuk cepat menindak terhadap pemalsu merek
t;arsebut. Karena produk yang palsu yang sudah beredar dipasaran ternyata agak
sul.it untuk dibedakan dengan produk yang asli baik pada pokoknya saja
maupun secara keseluruhan. Hal itu karena barang yang dipalsukan tersebut
mempunyai keﬁliripaﬁ terhadap barang atau merek yang asli, schingga suiit
untuk dibedakan.

Menghadapi kejadian tersebut, disini pihak konsumenlah yang banyak
berperan aktif untuk lebih selektif lagi dalam membedakan dan menggunakan
merek, apakah ﬁlerek yang dipakainya tersebut merck yang asli atau tidak.
Karena bagaimanapun juga dampaknya akan tetap terasa bagi konsumen, sebab
merek yang palsu biasanya mutunya tidaklah baik, sehingga merusak image
perusahaan pemilik merek yang sah.

Berdasarkan hasil benélitian penulis, yaitu dehgan melakukan
wawancara dengan pihak PERTAMINA di Semarang, ternyata terhadap
terjadinya pemalsuan pelumas ini sering kali terjadi, terutama merek Mesran
yang di produksi oleh PERTAMINA sudah sangat memasyarakat, dan yang
paling gampang dijumpai segala penjuru tanah air. Disinilah pihak-pihak

pemalsu memanfaatkan ketenaran pelumas ini sehingga berharap  pelumas
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pfodukéinya laku keras dipasaran, semata-mata untuk mencari keuntungan
pribadi tanpa memikirkan dampak dan akibat bagi orang lain, apakah itu pihak
produsen sebagai pemilik dan konsumen sebagai pemakai merek. |

Terhadap masalah ini pihak PERTAMINA selalu berusaha melapor
kepada pihak berwajib bila diketahui adanya pemalsuan pelumas, akan tetapi
masa hukuman terhadap pelaku tidak sesuai dengan kerugian yang diderita oleh
PERTAMINA. ‘

Dari hal terschut diatas dapat dideskripsikan bzthi.l pelumas merek
Mesran  produksi PERTAMINA adalah termasuk  merck  terkenal yang
selayaknya méndapatkan perlindungan hukum terhadap para pemalsu, ini
didasarkan pada pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang
Mecrek yaitu merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu
sepuluh tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek
yang bersangkutan, serta pasal 76 Undang-Undang Nemor 15 Tahun 2001
Tentang Merek yaitu pemilik merek terkenal yang tidak “terdaftar dapat
mengajukan gugatan dengan terlebih dahulu mendaflarkan mereknya di kantor

merek.

. UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH PT. PERTAMINA (PERSEROY) DI
SEMARANG SETELAH MENGETAHUI MEREK “MESRAN” NYA
DIPALSUKAN OLEH PIHAK LAIN.

Dari hasil peﬁclitian yang telah dilakukan dapat dijelaskan bahwa PT.

Pertamina - (Perscro)  di Semarang  melakukan  berbagai  upaya  sciclah
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mengetahui merek “Mesran” nya dipalsukan oleh pihak lain. diantaranya

adalah:

1.

)

‘AUpa‘ya Damai
Upaya ini dilakukan oleh pihak pemalsu merek, yang mempunyai
respon positif atas teguran yang dilakukan oleh pihak PT. i’ertamina
(Persero) yang mcmpunyai hak yang sah atas merck mesran, respon
positif atau sikap yang baik ini ditunjukkanAdengan jalan meminta maaf
kepada pihak yang dirugikan. Dalam hal ini PT. Pertamina (Persero) baik
secara langsung maupun melalui media massa atau media elektronik.
— Menarik semua produk mesran palsu yang beredar di masyarakat
sampai batas waktu yang telah ditentukan. |
— Sanggup membuat pernyataan untuk tidak akan mengulangi tindakan
pcnﬁalsuan merek untuk yang kedua kali.
Upaya Represif
Upaya yang dilakukan apabila jalan damai tidék bisa ditempuh,
schingga setelah ada bukti kuat di lapangan afas pemalsuan merek
Mesran, pihak PT. Pertamina (Persero). Melakukan laporan tindak pidana
pemalsuan merek kepada pihak berwajib untuk dilakukan penyelidikan
dan diselesaikan di Pengadilan Niaga sesuai dengan aturan Undang-

Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek.



3]

49

Upaya Preventif’

Untuk mengantisipasi agar kejadian pemalsuan merek Mesran
tidak mudah dilakukan, PT. Pertamina (I’crscr‘u) di Scmarang melakukan
perubahan kemasan atas prroduk Mesran di mana, kemasan lama yang
terbentuk bulat dengan segel biasa, sekarang dirubah menjadi pipih
lonjong dengan segel komputerisasi. Hal ini dilakukan dengan harapan
kemasan baru ini akan sulit untuk ditiru  atau dipalsukan  karena
menggunakan sistem komputerisasi.”

Menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek,

~ Bab XIV pasal 90 dijelaskan bahwa pelaku tindak pidana pemalsuan

Merek dapat dikenakan sanksi penjara paling lama 5 tahun dan atau denda
paling banyak - 1 Milyar Rupiah untuk - pemalsuan mclrek pada
keseluruhannya. Sedangkan pemalsuan merek pada pokoknya menurut
pasal 91.dapat dikenai sanksi penjara maksimal 4 taﬁun dan atau denda
maksimal 800. Juta. |

Menurut penulis _tindak pidana pemalsuan merek ini  harus
diajukan kepcngédilan Niaga sesuai dengan hukum Undang-Undang '
Merek yang berlaku di Indonesia dengan tidak pandang bulu. selain itu
untuk menekan tindak kejahatan ini perlu dilakukon scminiinal mungkin
upaya damai. Karena upaya ini justru akan membuka pcluang baru bagi
pihak lain untuk melakukan pemalsuan merek mesran secara berulang-

ulang atua berbergantian

* Hasil Wawancara tanggal 8 Peburari 2004 dengan Bambang S.



BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Dari semua uraian yang telah dijelaskan oleh penulis dari BAB 1
sampai dengan BAB 11l di atas, maka penulis dapat menyimpulkan mengenai
skripsi  yang berjudul . “PERLINDUNGAN HUKUM TERIIADAP

PEMILIK MEREK MESRAN PRODUKSI PT. | PERTAMINA

(PERSERO) DI SEMARNAG?” sebagai berikut :

1. Pelaksanaén perlindungan hukum terhadap pemulik Merek Mestan
Produksi PT. PERTAMINA (PERSERO) di SEMARANG sudah berjalan
dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
Tentang Merek yang berlaku di Indonesia tetapi banyaknya peredaran
Merek Mesran palsu disebabkan antara lain :

a.  Rendahnya tingkat perckonomian masyarakat yang cenderung tak
mampu bila harus membeli merek asli yang relatif lebih mahal.
b.  Ada kesan bahwa aparat berwajib kurang tegas dalam melakukan

tindakan bahkan membiarkan pelanggaran ini.

o

Bahwa pemilik atau pemegang Merek Mesran Produksi PT.
PERTAMINA (PERSERO) di Semarang sudah melakukan upaya dan
tindakan baik sesuai Preventife maupun Represif uﬁtuk mereka agar
pelumas Merek Mesran tidak dipalsukan di Indonesia.

50
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2.  SARAN-SARAN

d.

h.

Respon dari ‘aparat keamanan untuk segera melakukan penyidikan secara

tuntas tiap ada laporan tentang pemalsuan merek, juga kesadaran dari

scmua pihak untuk menglﬁndari diri dari merek palsu sangat diharapkan

dalam rangka pemberantasan merck palsu.

Untuk menghindari terjadinya tindakan pcmalsuan pelumas yang sering

terjadi, maka hendaknya pihak PERTAMINA sesering niungkin untuk

melakukan operasi pasar yang ditujukan kepada pemilik toko yang

dicurigai, hal ini sangat penting karena :

1. Dapat mencegah secara dini peredaran Pelumas palsu di masyarakat.

2. Masayrakat merasa terjamin untuk membeli produk dari Pertamina.

3. Image terhadap prdduk ini akan terjaga di mata masyarakat.

4. Merupakan bentuk pertanggungjéwaban Pertamina terhadap produk
yang dihasilkannya.

Disarankan agar proses Pengadilan terhadap pelanggaran merek supaya

dilaksanakan dalam waktu yang tidak lama, untuk mehjaga agar tidak ada

kesan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) terhadap pihak Pengadilan.
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PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BULMI NEGARA

( PERTAMINA )
MEMORANDUM

Kepada @ Kadiv PNG No. bod IFO100/98-53
PUPPDN I - Medan
PUPPDN 1II - Palembang
PUPPDN II - Jakarta
PUPPDN 1V - Semarang,
PUPPDN V - Surabaya
PUPPDN VI - Balikpapan
PUPPDN VII - Ujung Pandang
PUPPDN VIII - Jayapura

Dari . Divisi Pms NBBM, LPG & BBG Jakarta, o April 1998
Lampiran : Seperti dinyatakan
Perihal : Sertifikat merek

Menunjuk memo Pjs. Kadin PP No. 206/F 0320/98-S0 tanggal 17 Maret 1998

perihal seperti di atas, terlampir kami kirimkan copy sertifikat dari Ditjen.

Hak Cipta PATEN dan MEREK Departemen Kehakiman R.I atas produk :
Nama Terdaftar Berlaku sampai

- Mesran Super 20W-30 No. 401339 17.11.2006

Sertifikat in! merupakan up dating dar seruifikat marek yang lema dan

Schubungan il terscbut kami nmengharapkan bantuan Divisi PNG unwik
menyesuaikan perubahan nomor terdaftar Mesran Super 20W-50 yang baru
terhadap marka pelumas pembungkus plasuk | liter yang diproduksi Saudara.

Demikian aizs perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Divisi Pemasaran NBBM, LPG & BBG

%«Kepala,
"Wm'_——\_

Mahdi A. l-iqumy

Tembusan :
- Kadin Pms PLM

LM/wn
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DEPARTEMEN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL HAK CIPTA, PATEN DAN MEREK .

SERTIFIKAT MEREK

Berdasarkan Und;mé-Undung Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek, telah terdaftar dalam

Daftir Uinum Merek sebagai berikuot

Nama dan alamat pemilik

Narna dan alamat kuasa

Tanggal pengajuan
pencrimaan permintaan

Tangga!
Nama Negara dan tanggal permintazn
pendaftaran merzk yang pertama Rali
(2pabita permintaan pendaftaran merek
diajukan dengan menggunakan hak
priorias).
Ctiket Mer:h
Uraian Wz
At balieactboaat/angRa asing
dilinm enieed ek
Nomor Penduiiaran
Tanggal Pendafiaran
Kelas barang/jasa
J°ms barang/jusa

i

Jangka wakus berlakunya pendaftaran

PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAX DAN
GAS BUMI NEGARA (PERTAMIN)
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ETIKET.MEREK _o o . .

Uraian Warna

= MEPAH,BIRU, HITAM,
- KUNING, PUTIH, ABU-ABU =

: Arti bahasa/huruffangka asing
dalem ctiket merek

MESRAN = MERUAPLKA In
: SUATU PENAMAAN.
SUPER = HEBAT.

Jenis Barang/Jasa :

international API Service PENE =

=== Minyak lumes dengan keksntaian gandea (multigrade), mantap
pada suhu tinggi dan rendzh. Sengat cocok untuk mesin bensin
modern tuges berat dan mesin Giesel tuges ringan. Aditif sudah
lengkap,tidak perlu ditambeh agitif lagi. Mencegah keausan dan
memeliharz Jebersihan mesin Memenuhi bersyaratan mutu

é¢an CCMC GZ/Dl o

KUTIPAN UNDANG-UND

ANG NOMOR 19 TAIIUN 1992

Pasal 7

Merek terdaftar mendapat perlindungzn hukum univk jengk
" permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan:

2 wakiu sepuluh tabun dan beriaku surut scjak tanggal penerimaan

Pasal 36
(1) Atas permintaan pemilik merck, jangka waktu perlindungan merck terdaftar dapat diperpanjang sctiap kali untuk jongka

wakiv yang ssma.

Permintaan perpanjangan jungka wakiy perlindungan me
tertulis oleh pemilik ztau kuasznya dalam jangka wakiy
sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi

2)

fex tesdahar sebagaimana dimaksud dalain ayat (1) diajukan secara
tidak lebih dari dua belas bulan dan sekurang-kurangnya 6 bulan
mesek terdafiar 1ersebut,

Pasal 37

Permintazn perpanjzngan jangka wakiu perlindungan merek terdafiar disetujui apabila :

2. merek yang bersangkuian masih digunakan pada barang alau jasz sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut; dan

b. barang atay jasa sebagzimana dimaksud dulum huruf 2 masih diproduksi dan diperdagangkan. |

i
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= HITAM, PUTIH. =

Arti bahasa/huruf/angka asing
dalam etiket merek :

MESRAN B MERUPAKAN SUATU
PENAMAAN. '

Jenis Barang/Jasa :

fumas mesin
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KUTIPAN UNDANG.-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1922

Merek terdaitar mendapat pur.xr‘dnnmn hukunyeniek ju

penmintazn ;)Lllu:‘.ﬂ'!.'l’.n merek yang bCfSi\'lb.\LlSﬂI

Pasal 36

(1) Atas permintaan psmilik merek, jangka wakiu periindungan merek terdaftar dapat diperpanjang sctiap kali untuk jangka

waktu yang sama. :
izan jangka wak pcrli.w: tedn merek terdaflar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara
au kuasanya dalam jangka waktu tidak lebih dari dua belas bulan dan sekurang-kurangnya 6 bulin
| ;n:z;_vka waktu perlindunzan bagi merek terdaftar tersebut.

Pasal 37

intaan perpanjangan jangka wakiu perlindungsn mereX terdaftar disetujui apabila

(2) Permiintann perpanju
teriulis oleh pemil

ey ot
sebeitm berakhirn

arzn2 atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merck terssbut; dan
:ref a masih diproduksi dan diperdagangkan.

3. merek yang bersangiutan masih digunakan pada
t. barang atau jasa sedagzaimana dimaksud dalam
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Lampiran : --
Perihal . Permohonan Riset
Kepada Yang terhormat,

Pembantu Dekan | Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung
Di Semarang

Dengan hormat,

Menjawab surat Saudara No.2277/B.1/1/2003 tanggal 19 Desember 2003 perihal permohonan
jin riset di PT PERTAMINA (PERSERO) Unit Pemasaran |V bagi mahasiswa atas nama :

‘Nama/NIM .-__‘

Program Studi
Perguruan Tinggi

Perlu kami sampail ' ERSERD) i {akan/memberikan
fasilitas berupa trans AK 35 an da 2 S enjadi tanggungan
mahasiswa ybs. 'S¢ ada riset  dir ‘ 1ok diharapkan dapat
menyesuaikan dengal s yang 2 yemberika ‘ ANg: -

Di samping itu, hasillyzs g 2 ( : 1?-“' _ﬁgkungan Akademis
Perguruan Tinggi dan b nott Te nfg‘?-_} <u di PT PERTAMINA

(PERSERO).

e

crsonalnIUmum Unit

Selanjutnya agar maﬁ “
rang untuk mendapatkan

ﬁfﬁ?fﬁifi?&Lﬁ‘lﬁi?b‘“_ UNISSULA
= lelac - o . 1 1
wbm;@

Il.
Demikian agar maklum, ata :
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PENGADITLAN MEGERT SEFORSNG
JL. SILIWANGI No. S1L=2
S E M M R a NG

Nomer : ¥ / Rst / 2004 =
Lamplran T - . '
H al " Surat Keterangan

Risearch.

SURAT KETEFRANGAN

No. : / Rst / 200%

Yang bertanda tangan dibaizah ini, Hakim Pengacilan

Negeri Semarang / selaku hoordinator K.K.L menerangkan =

N a4 m & : !
ELLY FITHROTUN
No._. Induk 3

03.98.457¢
Fak/Jurusan  :

. Hukum
Alamat : '
Mandung-Wedung-lemalk

* nl ) : 4 ' .
telah melakukan penelitian di Pengadilan Hager: Semarang malai

tanggal, 13 _Jenueri 2004 sampal dengar tanggal 15 Jepgaepi-2604
sehubungan dengan penyusunan skripsinya vang berjudul =

dad

PERLINDUNGAN HX TERHADAR PEMILIK MEREX MESRAN PRODUKSI

7L CHERTAMINA (PERSSRC) DI Semarang ' :
§ Demikianlah surat kKeterangan ini dibuat untuk diperguna-
kan sebagaimana mestinya. - '
Dikeluarkan di Semarang
ada tar al, - /
Elcn tangga aZ&Januari 2004

pieE, PENGADILAN NEGERI wm G
/f/oxh“ sgt, SIKU KOORID INATOR K.K. ‘
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